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ABSTRAK 

Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram Islam 

dengan sistem pemerintahan kerajaan yang masih eksis hingga saat ini. Dalam 

sistem pemerintahan kerajaan, seorang Sultan (raja) memiliki otoritas tertinggi 

yang bersifat mutlak, baik berupa larangan maupun perintah. Kendati dengan 

sistem kerajaan yang otoriter, pada kenyataannya masyarakat Yogyakarta patuh 

dan menjunjung tinggi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan, dan salah 

satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan adalah Sabda Raja. 

Penelitian yang berjudul “Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X 

Menurut Aktivis Nahdlatul Ulama (PWNU Yogyakarta) dan Aktivis 

Muhammadiyah (PWM Yogyakarta) (Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar 

Khalifatullah)” ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para aktivis Nahdlatul 

Ulama dan Muhammadiyah mengenai penghapusan gelar Khalifatullah, serta 

untuk mengetahui metode          hukum yang digunakannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan 

menggunakan metode wawancara terhadap aktivis Nahdlatul Ulama (PWNU 

Yogyakarta) dan aktivis Muhammadiyah (PWM Yogyakarta). Penelitian ini 

bersifat deskriptif analitik, yakni suatu usaha untuk memaparkan dan 

mengumpulkan data terkait penghapusan gelar Khalifatullah, kemudian dilakukan 

analisis terhadap data tersebut dengan berdasarkan teori-teori yang ada dalam 

hukum Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis Nahdlatul Ulama menolak 

terhadap penghapusan gelar Khalifatullah dengan alasan dalam gelar 

Khalifatullah terkandung   -       -      (adat yang dibenarkan dan tidak 

bertentangan dengan syara’) serta gelar Khalifatullah sudah menjadi sebuah 

legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton adalah 

berdasarkan dari keturunan laki-laki. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menolak 

dihapuskannya gelar dengan alasan dalam kepemimpinan Keraton, tradisi 

pergantian kekuasaan adalah menganut sistem patriarki, dan dengan gelar 

Khalifatullah merupakan penegasan dimana laki-laki adalah yang berhak 

mewarisi kepemimpinan Keraton. 

Sesuai analisa penyusun, aktivis Nahdlatul Ulama menggunakan metode 

            ’ , yakni dalam penggalian dan penetapan keputusan terkait 

penolakannya terhadap penghapusan gelar Khalifatullah dengan cara 

mempraktekkan     ’            h dan     ’           h serta melalui 

musyawarah dan diskusi mendalam dengan mengumpulkan orang yang paham 

terkait masalah itu, yaitu ulama, pakar pemerintahan serta keluarga ndalem 

Keraton. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menggunakan metode   -          -

  ti      yakni lebih didasarkan pada illat atau kemaslahatan yang diperoleh. 
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MOTTO 

Pengetahuan adalah kekuatan 
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PERSEMBAHAN 

Untuk mereka yang tak mau berhenti menuntut ilmu. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 

Tertanggal 22 Januari 1988 

A. Konsonan Huruf Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba>’ B Be ب

 ta>’ T Te ت

 sa> Ś es (dengan titik di atas) ث

 Ji>m J Je ج

 ha>’ H{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>’ Kh ka dan ha خ

 da>l D De د

 za>l Ż Set (dengan titik di atas) ذ

 za>’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 si>n S Es س

 syi>n Sy Es dan ye ش

 sa>d S{ es (dengan titik di bawah) ص

 da>d D{ de (dengan titik di bawah) ض

 ta>’ T{ te (dengan titik di bawah) ط

 za>’ Z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 - Gain G غ

 - fa>’ F ف

 - qa>f Q ق

 - ka>f K ك

 - la>m L ل

 - mi>m M م
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 - nu>n N ن

 - wa>wu W و

 - ha> H ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 - ya>’ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

 ditulis Ahmadiyyah  احَْمَدِيَّة

C. Ta>’ Marbu>tah di Akhir Kata 

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. 

 ditulis jama>’ah  جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh: 

 ’<ditulis karama>tul-auliya كَرَامَةُ الْْوَْليَِآء

D. Vokal Pendek 

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u. 

E. Vokal Panjang 

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing 

dengan tanda (-) hubung di atasnya 

F. Vokal-Vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya>’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis Bainakum بَيْنَكُم

2. Fathah dan wa>wu mati ditulis au, contoh: 

 ditulis Qaul قَوْل

 

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan 

Apostrof (ʻ) 

 ditulis A’antum أأَنَْتُمْ 

 ditulis Mu’annaś مُؤَنَّث
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis Al-Qur’a>n الْقرُْآن

 ditulis Al-Qiya>s الْقِيَاس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya. 

مَاءاسََّ    ditulis As-sama>’ 

 ditulis Asy-syams الَشَّمْس

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD 

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya 

الْفرُُض ذَوِى  ditulis Żawi al-furu>d 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 ditulis ahl as-Sunnah  اهَْلُ السُنَّة

 ditulis Syaikh al-Isla>m atau Syaikhul-Isla>m  شَيْخُ الِْْسْلََم
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KATA PENGANTAR 

 

 ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد

رف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى ول الله. والصلاة والسلام على أشرس أن محمدا

أمابعد. .أله وصحبه أجمعين  

Segala puji bagi Allah Subhanallahu wa Ta’ala yang senantiasa 

memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama 

kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarganya, para 

sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan 

mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya. 

Barang siapa diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka tidak ada 

seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, 

maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya 

tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad 

Shallallahu Alaihi wa Sallam, adalah hamba dan Rasul-Nya. 

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya 

Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk 
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melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Sabda Raja 

Sultan Hamengku Buwono X Menurut Aktivis Nahdlatul Ulama (PWNU 

Yogyakarta) dan Aktivis Muhammadiyah (PWM Yogyakarta) (Studi Analisis 

Terhadap Penghapusan Gelar Khalifatullah). 

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi, 

inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya 

mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, MA., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Fathorrahman S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan 

Madzab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing Skripsi ini yang dengan kesabaran 

dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta 

bimbingannya kepada penyusun dalam menyelasaikan skripsi ini. 

4. Ayahanda Masnur, Ibunda Yusmineng, Kakakku Anifatun Muyasaroh dan 

seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 

5. Seluruh teman-teman kelas Perbandingan Madzab angkatan 2011 yang 

telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dan pengembaraan 
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intelektual di Fakultas Syariah dan Hukum, semoga kita semua akan 

menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin. 

6. Teman-teman di Jogjakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan 

pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau 

sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-

masing. 

7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah 

untuk berpikir kritis. 

8. Alam yang terbentang sebagai sumber inspirasi ketika kesuntukan 

melanda. 

9. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

 Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda 

dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga 

skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 

Yogyakarta, 05 Maret 2016 

Penyusun 

 

 

Diana Sitatul Atiq 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan Sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara 

kosmologis dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuatan dan kekuasaan. 

Status dan peran Sultan ini terefleksi dalam konsep kekuasaan Islam. Fungsi 

Sultan Hamengku Buwono Yogyakarta sebagai mediator kosmologis antara misi 

kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluralis, status Sultan 

dalam Islam sebagai Khalifatul fil Ardhi Sayyidin Panotogomo (wakil Tuhan di 

muka bumi) berfungsi sebagai pemelihara kelanggengan agama.
1
 

Dalam kepemimpinan birokratis, Raja Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat mempunyai peranan kekuasaan politik secara konstitusional UU No 

32 Tahun 2004 sebagai Gubernur DIY. Dinamika politik ini yang menjadikan 

salah satu keistimewaan Yogyakarta. 

Pengukuhan keistimewaan Yogyakarta, tidak terlepas dari integrasinya 

antara Daerah Yogyakarta, kraton dan rakyatnya. Integrasi Daerah Yogyakarta, 

kraton dan rakyatnya merupakan warisan leluhur Sinuwun Kaping I sampai 

dengan VIII.
2
 Keistimewaan itu adalah Sultan yang jumeneng jangan sampai 

dipisahkan dengan rakyatnya. Persatuan raja dengan rakyat sudah ada sejak 

                                                           
1
 Jawahir Thontowi, Apa Istimewanya Yogya (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 

10. 
2
 Y.B. Margontoro, Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat 

(Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 55. 
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dahulu, sejak Hamengku Buwono I yang diwujudkan dengan golong gilig
3
, 

pimpinan dan bawahan, raja dengan rakyat bulat sempurna.
4
 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah setingkat provinsi 

tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah 

negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status keistimewaan atau 

otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum 

kemerdekaan, serta sudah diakui negara indonesia sebagai daerah otonomi khusus  

pada Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. 

Pemerintahan DIY merupakan metamorfosis dari pemerintahan negara 

Kasultanan Yogyakarta dan pemerintahan negara Kadipaten Pakualaman, 

khususnya bagian parentah jawi yang semula dipimpin oleh pepatih dalem untuk 

negara Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu pemerintahan DIY memiliki 

hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Pakualaman. 

Wibawa Kasultanan Yogyakarta masih terasa sangat kuat sampai pada hari 

ini. Pada tahun 1998, 2003, dan 2008, masyarakat Yogyakarta menyatakan 

dukungan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) untuk menjadi 

gubernur DIY. Ribuan orang berunjuk rasa, menyampaikan orasi, dan 

                                                           
3
 Merupakan lambang Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbentuk bulat (golong) dan 

silinder (gilig) yang terdiri dari lukisan bintang, padi dan kapas, tugu bersayap, lingkaran merah 

yang mengelilingi lingkaran putih, dan ompak bertatakan teratai. Secara keseluruhan lambang ini 

mempunyai arti persatuan dan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. 

  
4
 Koran Kedaulatan Rakyat 27 Juni 2011, Keistimewaan Terancam Sultan-Rakyat Jangan 

Dipisah: Yogya Diliputi “Kabut Remang‟, hlm. 1. Diakses 25 November 2015, jam 17.00 WIB. 
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mengukuhkan HB X menjadi kepala daerah DIY. Itu merupakan salah satu bukti 

betapa kejayaan Kasultanan Yogyakarta masih belum pudar. 

Kejayaan Kasultanan Yogyakarta masa kini mempunyai akar sejarah yang 

panjang. Pada awalnya kasultanan ini adalah Mataram Islam, sebuah kerajaan 

Jawa klasik yang berkuasa atas pulau Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan 

Barat. Mataram akhirnya terbelah menjadi dua melalui perjanjian Giyanti (1755), 

yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dengan demikian, 

Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram Islam, dengan 

sistem pemerintahan kerajaan yang masih eksis hingga saat ini. 

Dalam sistem pemerintahan kerajaan, seorang Raja (Sultan) memiliki 

otoritas tertinggi yang bersifat mutlak, baik berupa larangan maupun perintah. 

Kendati dengan sistem kerajaan yang otoriter, pada kenyataannya masyarakat 

Yogyakarta patuh dan menjunjung tinggi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Sultan, dan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan adalah 

Sabda Raja. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Sabda Raja berarti perkataan raja, 

sedangkan penyusun sendiri memberi penjelasan bahwa Sabda Raja adalah 

perkataan raja yang diterima dari Tuhan, keluarganya, dan para leluhur mataram, 

sehingga sabda tersebut memiliki otentitas yang tidak boleh diragukan, dan harus 

diterima oleh semua pihak. 

Pada tanggal 30 April 2015, Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja di 

Sitihinggil keraton. Acara ini berlangsung singkat dan digelar secara tertutup. 
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Peristiwa ini merupakan Sabda Raja pertama sejak Sultan HB X naik tahta pada 

1989. Sabda Raja tersebut berbunyi: 

“Gusti Allah Gusti Agung Kuasa cipta paringana sira kabeh adiningsun sederek 

dalem sentolo dalem lan Abdi dalem. Nampa welinge dhawuh Gusti Allah Gusti 

Agung Kuasa Cipta lan rama ningsun eyang eyang ingsun, para leluhur Mataram 

Wiwit waktu iki ingsun Nampa dhawuh kanugrahan Dhawuh Gusti Allah Gusti 

agung, Kuasa Cipta Asma kelenggahan Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem 

Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh 

Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing 

tata Panatagama. Sabda Raja iki perlu dimengerteni diugemi lan ditindake yo 

mengkono”.
5
 

Inti dari sabda itu adalah pertama, penyebutan Buwono diganti menjadi 

Bawono. Kedua, kata Khalifatullah dalam gelar Sultan 'Ngarso Dalem Sampeyan 

Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing 

Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang 

Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat' dihilangkan. Ketiga, 

penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Keempat, mengubah perjanjian 

pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, 

atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan 

Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.
6
 

Dari lima poin Sabda Raja di atas, poin kedua (penghapusan gelar 

Khalifatullah) sejak dikeluarkannya sampai sekarang menjadi polemik hangat di 

tengah-tengah masyarakat muslim, khususnya Nahdlatul Ulama dan 

                                                           
5
 Pito Rusdiana, Berikut Isi Utuh Sabda Raja Yogya, 

http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664761/Berikut-Isi-Utuh-Sabda-Raja-Yogya, 

diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB. 

6
 Triono Wahyu Sudibyo, 5 Hal 'Istimewa' soal Sabda Raja Keraton Yogyakarta, 

http://detik.com/news/read/2015/05/06/134808/2907354/10/5-hal-istimewa-soal-sabda-raja-

keraton-yogyakarta, diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/1989
http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664761/Berikut-Isi-Utuh-Sabda-Raja-Yogya
http://detik.com/news/read/2015/05/06/134808/2907354/10/5-hal-istimewa-soal-sabda-raja-keraton-yogyakarta
http://detik.com/news/read/2015/05/06/134808/2907354/10/5-hal-istimewa-soal-sabda-raja-keraton-yogyakarta
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Muhammadiyah yang merupakan dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di 

Indonesia, yang keduanya menyayangkan keluarnya Sabda Raja Sultan HB X, 

khususnya pada poin kedua. 

Nahdlatul Ulama melalui sikap resminya menganggap bahwa 

penghilangan gelar Khalifatullah (salah satu isi Sabda Raja) membuat keraton 

Yogyakarta mengalami disorientasi. Alasannya yaitu Khalifatullah merupakan 

bagian utuh ajaran al-Qur‟an, dan bukan untuk tujuan diskriminatif, tapi 

membimbing pemimpin agar bisa menjalankan perilaku sesuai ajaran Allah yang 

mempunyai sifat universal. Hal itu diperkuat dengan komentar dari para aktivis 

Nahdlatul Ulama itu sendiri. Adapun dari pihak Muhammadiyah, atas nama 

institusinya tidak memberi sikap terkait Sabda Raja tersebut, akan tetapi para 

aktivis Muhammadiyah memiliki pemikiran atau pandangan pribadinya masing-

masing terkait gelar Khalifatullah. 

Kenyataan inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji 

penghapusan gelar Khalifatullah, yakni Nahdlatul Ulama mempunyai sikap resmi 

terkait masalah itu serta diperkuat dengan komentar para aktivisnya dan 

Muhammadiyah yang tidak mengeluarkan sikap resminya, akan tetapi para aktivis 

Muhammadiyah mempunyai pandangan pribadinya masing-masing terkait gelar 

Khalifatullah. 

Selain karena adanya kontroversi dari Sabda Raja tersebut, melihat 

penjelasan diatas, menurut penyusun fenomena ini menarik untuk dikaji. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah; 

1. Bagaimana pandangan aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis 

Muhammadiyah terkait penghapusan gelar Khalifatullah? 

2. Bagaimana metode ijtihad aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis 

Muhammadiyah terkait penghapusan gelar Khalifatullah? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan metode ijtihad 

yang digunakan oleh aktivis Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah 

mengenai poin kedua Sabda Raja, yaitu penghapusan gelar Khalifatullah. 

1. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan 

pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca terkait pandangan aktivis 

Nahdlatul Ulama dan aktivis Muhammadiyah mengenai isi poin kedua 

Sabda Raja, yakni penghapusan gelar Khalifatullah dan mengetahui 

metode apa yang digunakan dalam menyikapinya. Sehingga skripsi ini 

dapat menjadi tambahan referensi maupun koleksi karya tulis ilmiah serta 

memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan yang disoroti, 

yaitu terkait keluarnya Sabda Raja oleh HBX, khususnya pada poin kedua 

tentang penghapusan gelar Khalifatullah. 
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b. Secara praktis, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan 

pengetahuan dan manfaat bagi semua orang yang membacanya, khususnya 

kepada kedua anggota ormas tersebut dan bagi para akademisi di fakultas 

syariah dan hukum serta memberikan kontribusi pemikiran terkait 

keputusan hukum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang 

keluarnya Sabda Raja, khususnya pada poin kedua tentang penghapusan 

gelar Khalifatullah. 

D. Telaah Pustaka 

Literatur yang membahas tentang Sabda Raja tersusun dalam berbagai 

bentuk seperti: jurnal, artikel, skripsi, dan penelitian ilmiah lainnya dengan 

berbagai sudut pandang dari para penulisnya. 

Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah 

dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun akan berusaha untuk 

melakukan analisis lebih awal terhadap literatur yang lebih mempunyai relevansi 

terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah; 

Buku yang ditulis oleh Susilo Harjono pada tahun 2012 yang berjudul 

“Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989”,
7
 buku ini menjelaskan proses 

suksesi di Keraton Jogja mulai HB I hingga HB X. Termasuk prediksi pasca HB 

X. Menurut Susilo, dari satu raja ke raja berikutnya, suksesi tidak selalu sama. 

"Sepuluh sultan, sepuluh jalan," katanya. Sekarang dengan bergantinya nama 

Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono dan penetapan GKR 

                                                           
7
 Susilo Harjono, Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989, (Yogyakarta: JPP Fisipol 

UGM, 2012). 

https://penerbitpolgov.wordpress.com/2013/09/09/2012-kronik-suksesi-kraton-jawa/
https://penerbitpolgov.wordpress.com/2013/09/09/2012-kronik-suksesi-kraton-jawa/
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Mangkubumi sebagai putri mahkota, jalan suksesi 10 Sultan menjadi 11. Ini 

artinya, suksesi pemimpin tidak pernah saklek atau tertumpu pada aturan tertentu 

(paugeran) tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi politik ekonomi saat 

itu. Detail temuan ini diuraikan penyusun melalui gambar-gambar sederhana yang 

kemudian dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi dalam buku ini secara khusus 

belum membahas tentang Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Sultan HB X, 

khususnya pada poin kedua, yaitu penghapusan gelar Khalifatullah. 

Buku yang ditulis oleh Sultan HB X pada tahun 2003 yang berjudul 

“Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja”.
8
 Buku ini menjelaskan beberapa 

kebijakan yang dikeluarkan Sultan HB X, yaitu mulai dari aspek pendidikan, 

pariwisata, dan sosial kemasyarakatan, serta rangkaian perjalanan Sri Sultan HB 

X ke beberapa daerah dan penghargaan yang didapatkan. Buku yang di tulis oleh 

Sultan HB X ini tidak menjelaskan mengenai Sabda Raja, maupun apa alasan 

beliau menghapus gelar Khalifatullah, yang termasuk dari poin Sabda Raja yang 

dikeluarkannya. 

Penelitian tentang isu keistimewaan DIY, juga dilakukan oleh Abdur 

Rozaki dkk di dalam bukunya Mitos Keistimewaan Yogyakarta
9
 pada tahun 2003. 

Di dalam penelitiannya Abdur Rozaki mendeskripsikan status keistimewaan 

Yogyakarta terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur berasal dari 

lingkungan Kasultanan dan Adipati pakualaman secara turun temurun (tanpa 

                                                           
8
 Sultan Hamengku Buwono X, Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja, (Yogyakarta: PT 

BP Kedaulatan Rakyat, 2003). 

 
9
 Abdur Rozaki, Mitos Keistimewaan Yogyakarta (Yogyakarta: IRE Press, 2003). 
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melalui proses kompetisi), serta kuatnya kepemimpinan dalam “pakem” hubungan 

kawulo lan gusti, dan basis rasionalitas tentang konsep kepemimpinan sumbernya 

adalah nilai-nilai lama, yakni tradisionalisme jawa. Dalam hal ini hanya 

menjelaskan sistem pengangkatan raja, yang masih menganut kerajaan mataram 

Islam. Penelitian ini belum membahas mengenai kewenangan seorang raja dalam 

menetapkan kebijakan, salah satunya Sabda Raja yang merupakan sebuah titah 

dari leluhur. 

Artikel yang ditulis oleh Oman Fathurrahman pada tahun 2015 yang 

berjudul “Sabda Raja: Antara Wahyu Leluhur dan Tradisi Leluhur”,
10

 

menggambarkan tentang makna Sabda Raja yang merupakan wahyu leluhur, serta 

tradisi yang dilakukan setiap raja Yogyakarta ketika mengeluarkan kebijakannya. 

Pembahasan lebih ditekankan kepada sifat Sabda Raja yang begitu kuat, dan 

setiap raja mulai HB I sampai HB X selalu mengeluarkan Sabda Raja dengan 

isinya yang berbeda-beda. Artikel ini belum menjelaskan mengenai isi Sabda Raja 

yang dikeluarkan sultan HB X, yaitu penghapusan gelar Khalifatullah serta 

keputusan hukumnya menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

Karya ilmiah yang ditulis oleh Pamela Maher Wijaya pada tahun 2011 

yang berjudul “Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik terhadap 

                                                           
10

 Oman Fathurrahman, “Sabda raja: Antara wahyu leluhur dan tradisi leluhur”, artikel 

ini diterbitkan oleh jurnal PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, (2015). 
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Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)”
11

 

menitikberatkan pada masalah pandangan partai politik terhadap kekuasaan 

politik raja kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konteks 

pemaknaan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, 

yang dalam hal ini belum menyentuh isi Sabda Raja yang dikeluarkan sultan HB 

X. 

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur diatas, maka skripsi 

ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam 

penelitian ini lebih diarahkan pada keputusan hukum PWNU dan PWM dalam 

menyikapi isi Sabda Raja poin kedua yang dikeluarkan Sultan Hemengku 

Buwono X. 

E. Kerangka Teoritik 

Objek dalam penelitian ini adalah “Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono 

X Menurut Nahdlatul Ulama (PWNU Yogyakarta) dan Muhammadiyah (PWM 

Yogyakarta) (Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar Khalifatullah)”. Dalam 

kedudukannya sebagai seorang raja, Sultan memiliki hak yang istimewa dalam 

mengeluarkan sabda, yang dalam kultur Jawa dikatakan sabda pandhita ratu 

pinangka rehing nagari, Sabda Raja adalah undang-undang. 

                                                           
11

 Pamela Maher Wijaya, “Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra 

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)”, tesis tidak diterbitkan program 

pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011). 

 



11 
 

Sabda dalam kamus KBBI mempunyai arti kata; perkataan (bagi Tuhan, 

Nabi, Raja, dan sebagainya), sedangkan Raja adalah penguasa tertinggi pada suatu 

kerajaan.
12

 Jadi dapat disimpulkan bahwa Sabda Raja yaitu perkataan (titah) yang 

dikeluarkan oleh pernguasa tertinggi pada suatu kerajaan; dalam hal ini Raja 

Yogyakarta. 

Secara kultural Sabda Raja hampir tidak ada celah untuk diperdebatkan 

sepanjang sabda tersebut sebagai upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang 

lebih baik, lebih sejahtera, serta lebih makmur, seperti yang dikenal dalam konsep 

kekuasaan Jawa gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta tur raharja.
13

 

Keistimewaan raja yang membedakan dengan kawula yakni raja adalah 

seorang pinilih  yang mendapatkan pengakuan bukan hanya dari rakyat, namun 

kekuasaan yang diperolehnya dibangun dari legitimasi transendental yang sulit 

dibuktikan dengan nalar modern. 

Melihat begitu penting posisi dan pengaruh Sabda Raja, hal tersebut 

menarik perhatian para aktivis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terlihat 

dari komentar-komentar yang belakangan muncul di media massa terkait 

penghapusan gelar Khalifatullah untuk sultan. Dalam komentar para aktivis NU 

dan Muhammadiyah ada yang mempunyai kesimpulan yang sama, tetapi juga ada 

                                                           
12

 Yuyu, KBBIAndroid 4.0.0 (2009-2013). www.kejut.com/kbbimobile.com. 

 
13

 Gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta tur raharja adalah ungkapan yang 

sebetulnya merupakan petunjuk bagi kita semua dan tentu terutama raja/pemimpin pemerintahan, 

bahwa suatu negara akan makmur aman sentosa dan rakyatnya hidup sejahtera bila 

rajanya/pemimpinnya berbudi luhur, bijaksana dan selalu bertindak adil tidak pilih kasih. (diambil 

dari wikipedia.com) 



12 
 

yang berbeda. Tentunya kedua ormas tersebut memiliki nalar ijtihadi yang 

berbeda pula. 

Dijelaskan bahwa sumber yang digunakan sebagai dasar oleh Nahdlatul 

Ulama dalam menetapkan sebuah hukum adalah terdiri dari; Al-Qur‟an, Hadis, 

Ijmak, dan Qiyas.
14

 Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dipegangi 

oleh Muhammadiyah, yaitu; Al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟, dan Qiyas,
15

 mengingat 

kedua ormas ini adalah sama-sama berhaluan Sunnȋ.
16

 Dalam kajian ushul fikih, 

keempat dasar tersebut adalah disebut dengan sumber hukum Islam, di mana 

keberadaannya telah disepakati oleh para ulama Sunnȋ.
17

  

Dalam pengambilan hukum, Nahdlatul Ulama Nahdlatul Ulama 

menggunakan tiga macam metode i tinb   hukum. Pertama, metode Qauliy, yaitu 

mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-

kitab fikih empat mazhab, atau dengan kata lain mengikuti pendapat yang sudah 

ada. Kedua, metode Ilhaqiy, yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang 

belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah 

serupa yang telah dijawab oleh kitab (yang telah ada ketetapan hukumnya), atau 

dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah ada. Ketiga, metode 

                                                           
14

 A.  Malik  Madany,  Pola  Penetapan  Hukum  Islam  (Antara  Fakta  dan  Cita), dalam  

M.  Masyhur  Amin  dan  Islamil  S.  Ahmad, Dialog  Pemikiran  Islam  &  Realitas  Empirik 

(Yogyakarta:  LKPSM  NU  DIY  bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 162. 

 

15
 Rifyal Ka‟bah, Penegakan Syari‟at Islam di Indonesia (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 

hlm. 194. 

16
 Yaitu mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadits 

yang shahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in (wikipedia.com). 

 
17

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, hal 231. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Al_Qur%27an
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
https://id.wikipedia.org/wiki/Sahabat_nabi
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabi%27in
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabi%27ut_tabi%27in
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Manhajiy, yaitu menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah 

Bahtsul Masa‟il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum 

yang telah disusun oleh imam mazhab.
18

 

Sedangkan Muhammadiyah dalam berijtihad menempuh tiga jalur. 

Pertama, al-Ijtihad al-Bayani, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya terdapat 

dalam nash al-Qur‟an dan hadits. Kedua, al-Ijtihad al-Qiyasi, yakni 

menyelesaikan kasus baru, dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang 

hukumnya telah diatur dalam al-Qur‟an dan hadits. Ketiga, al-Ijtihad al-Istislahi, 

yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua 

sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas 

kemaslahatan.
19

 

Dari dua kerangka teoritik yang telah dipaparkan diatas, baik mengenai 

eksistensi sabdaraja serta penghapusan gelar Khalifatullah dan metode i tinb   

hukum kedua ormas (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), maka dalam 

penelitian selanjutnya penyusun akan menggunakan pisau analisis al- aq si  al-

Syar ‟ah sebagai sebuah teori yang salah satu fungsinya adalah untuk mencapai 

tujuan dari ditetapkan atau dihapuskannya gelar Khalifatullah itu. Sebuah teori 

yang sudah lama dicetuskan oleh Abu al-Ma‟ali al-Juwaini, al-Ghazali, al-„Izzi 

ibn „Abd al-Salam, al-Qarafi, ibn Qayyim, dan al-Syatibi, guna memperoleh 

pengetahuan terhadap tujuan dari diberlakukannya sebuah hukum, khususnya 

                                                           
18

 Jaih Mubarok, Metode Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 180. 
 
19

 Fathurrahman Jamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, cet. Ke-1 (Jakarta: 

Logos Publishing Haque, 1995), hlm. 78. 
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hukum Islam.
20

 Sehingga dari teori al- aq si  al-Syar ‟ah ini nantinya dapat 

ditemukan jawaban atas asal mula diberlakukannya nama gelar Khalifatullah serta 

dapat diketahui alasan tanggapan dari kedua ormas tersebut. 

Menurut Satria Effendi M. Zein, al- aq si  al-Syar ‟ah adalah tujuan 

Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat 

ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan 

suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.
21

 Al-Syatibi 

melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis, 

bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
22

 

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur‟an 

maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa 

semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya 

mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, 

sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur‟an yang berbunyi: 

23مينوماأرسلنك إلاِّرحمة للعل
 

                                                           
20

 Lebih lengkapnya lihat, Jasser Auda, al-Maqasid untuk pemula, alih bahasa „Ali 

Abdelmon‟im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 

 
21

 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233. 

 
22

 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‟ah, Jilid I cet. Ke-3 (Bayrut: Dar 

Kutub al-„Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hlm. 195. 

 
23

 QS. Al-Anbiya (21): 107 
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Ungkapan „rahmatan lil „alamin‟ dalam ayat di atas diartikan dengan 

kemasalahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum 

syara‟ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.
24

 

Hal ini sesuai dengan jenjang-jenjang al- aq si  al-Syar ‟ah yang banyak 

dijelaskan dalam literatur-literatur Ushul Fiqh. Pertama, kemaslahatan al-

 ar riyy t (primer), yaitu kemaslahatan pokok yang harus ada dan diperhatikan 

betul dalam kehidupan umat manusia, seperti menjaga agama ( if  al-  n), 

menjaga jiwa ( if  al-Nafs), menjaga akal (Hif  al-Aql), menjaga nasab (Hif  al-

Nasl), dan menjaga harta ( if  al-  l). Kedua, kemaslahatan al- ajjiy t 

(sekunder) dan ketiga, kemaslahatan al- ahsiniyy t (tersier).
25

 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Hal ini 

bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional, terarah dan 

mencapai hasil maksimal.
26

 

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah 

diatas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

                                                           
24

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 cet. Ke-1 (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 

1999), hlm. 206. 
 
25

 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II, ..., hlm. 1020-1023. 

 
26

 Anton Bakker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan mengadakan penelusuran dan inventarisasi data-data yang 

bersumber dari wawancara yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti guna mendapatkan asas-asas dan konsep yang menjadi obyek 

penelitian.
27

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,
28

 yang berfungsi untuk 

menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan proses 

analisa mendalam terhadap data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan 

selanjutnya diberi penilaian.
29

 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif
30

 yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan 

berdasarkan pada teks-teks al-Qur‟ n, al- adi , Kaidah Ushul Fiqh, serta 

pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

Disamping pendekatan normatif, dalam penelitian ini juga digunakan 

                                                           
27

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. Ke-7, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996), hlm. 33. 

 
28

 Yaitu: jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan 

mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian 

yang satu dengan yang lainnya untuk sekedar mendapatkan kejelasan mengenai halnya. Sudarto, 

Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 47. 

 
29

 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128. 

 
30

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 

42. 
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pendekatan Sosio-Historis sebagai media untuk mendekati masalah yang 

diteliti berdasarkan sosial masyarakat Yogyakarta dan sejarah awal mula 

gelar Khalifatullah dipakai. 

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan 

menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang 

berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian 

pustaka ini dibagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder 

a. Sumber Primer 

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun 

adalah situs resmi Nahdlatul Ulama, http://www.nu.or.id (sikap resmi 

PWNU DIY soal kontroversi Sabda Raja Sultan HB X) pada tanggal 03 

Juni 2015 dan dari wawancara langsung kepada para Pengurus Wilayah 

Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sedangkan dari Muhammadiyah diambil 

melalui wawancara lapangan yang mengatasnamakan sikap Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta,  serta wawancara kepada 

para aktivisnya. Dan sebagai penguat diambil dari http://www.tempo.co 

(NU dan Muhammadiyah Protes Sabda Raja Yogyakarta) pada tanggal 07 

Mei 2015, dan dari http://www.hariandepok.com (Muhammadiyah dan 

NU Protes Terhadap Sabda Raja Yogyakarta) pada tanggal 08 Mei 2015. 

b. Sumber Sekunder 

http://www.nu.or.id/
http://www.tempo.co/
http://www.hariandepok.com/
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Sumber data sekunder diantaranya diambil dari buku-buku, jurnal, 

dokumen, artikel, dan koran yang ada kaitannya dengan tema pembahasan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi terdiri atas pendahuluan, 

pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan 

sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, berisikan pendahuluan, mulai dari latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah 

awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini 

kedepannya. 

Bab kedua, pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang Sabda 

Raja dan gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Bab ini memuat status 

Kistimewaan Yogyakarta dalam Konstitusi Negara, pengertian Sabda Raja, 

eksistensi Raja (Sultan) dan gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah, ditambah 

dengan sejarah awal mula gelar itu digunakan, serta beberapa komentar oleh 

pendapat para ahli mengenai penghapusan gelar. 

 Bab ketiga, berisi pembahasan tentang pandangan aktivis Nahdlatul 

Ulama dan aktivis Muhammadiyah mengenai penghapusan gelar Khalifatullah. 

Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai 

pandangan kedua aktivis organisasi tersebut secara menyeluruh mengenai 
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penghapusan gelar itu. Dalam bab ini juga dibahas biografi para aktivis Nahdlatul 

Ulama dan aktivis Muhammadiyah, serta bagaimana metode i tinb   hukum dari 

keduanya. 

Bab keempat, berisi analisis pandangan aktivis Nahdlatul Ulama dan  

aktivis Muhammadiyah terkait penghapusan gelar Khalifatullah serta metode 

istinb   apa yang digunakannya dalam memutuskan. 

Bab kelima, sebagai bab akhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, 

memaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan sekaligus 

menjawab pokok masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan 

skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut pandangan aktivis Nahdlatul Ulama, dalam gelar Khalifatullah 

terkandung   -       -      (adat yang dibenarkan dan tidak bertentangan 

dengan syara’) dan mereka beranggapan gelar Khalifatullah sudah menjadi 

sebuah legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton 

Yogyakarta adalah berdasar dari keturunan laki-laki, dan itu sudah menjadi 

ketetapan dalam paugeran keraton. 

2. Menurut pandangan aktivis Muhammadiyah, Sultan HB X memiliki 

kewajiban untuk melestarikan tradisi yang sudah melekat dalam praktik-

praktik di masyarakat dan Keraton, termasuk tradisi dalam kepemimpinan. 

Dalam kepemimpinan Keraton, tradisi pergantian kekuasaan adalah menganut 

sistem patriarki, dan dengan gelar Khalifatullah merupakan penegasan dimana 

laki-laki adalah yang berhak mewarisi kepemimpinan Keraton. 

3. Dalam menetapkan keputusan terkait penolakannya terhadap penghapusan 

gelar Khalifatullah, aktivis Nahdlatul Ulama menggunakan metode         

       yaitu dengan cara mempraktekkan                  h dan         

        h serta melalui musyawarah dan diskusi mendalam dengan 

mengumpulkan orang yang paham terkait masalah itu. Yakni ulama, pakar 

pemerintahan serta keluarga ndalem Keraton. 
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4. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menggunakan metode   -          -

  ti     . Sesuai dengan hasil wawancara, rata-rata jawaban yang diperoleh 

pada intinya lebih didasarkan pada illat atau kemaslahatan. 

B. Saran 

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena 

itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.  

1. Penelitian tentang penghapusan gelar Khalifatullah ditinjau dari segi historis, 

karena dilihat dari sejarah gelar ini merupakan tradisi turun-temurun yang 

melekat pada setiap gelar. Dan gelar Khalifatullah ada sejak Mataram Islam 

belum berdiri. 

2. Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas tentang Sabda Raja. Maka 

perlu dalam penelitian selanjutnya mengkaji eksistensi Sabda Raja yang 

melekat pada diri Sultan. 

3. Dalam penelitian ini penyusun hanya mengkaji satu poin Sabda Raja yang 

dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X, yaitu penghapusan gelar 

Khalifatullah. ada 5 (lima) poin dalam Sabda Raja, ke empat-nya belum 

dibahas dalam penelitian ini. Maka perlu penelitian lebih lanjut untuk 

mengkaji poin Sabda Raja yang belum dibahas dalam penelitian ini. 

4. Penelitian ini hanya mengkaji menurut pandangan ormas Islam (Nahdlatul 

Ulama dan Muhammadiyah), diharapkan dalam penelitian selanjutnya 

membahas mengenai penghapusan gelar ditinjau dari segi sosial 

kemasyarakatan, yang lebih menitikberatkan dampak yang ditimbulkan di 

masyarakat atas dihapusakannya gelar tersebut. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No HALAMAN BAB FN TERJEMAHAN 

1 14 I 23 Dan tidaklah kami mengutus kamu 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam. 

2 59 III 89 Dan hendaklah ada diantara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang makruf 

dan mencegah dari yang munkar, merekalah 

orang-orang yang beruntung. 

3 85 IV 117 Wahai orang-orang yang beriman, taatlah 

kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan 

ulil amri diantara kalian 

 



Biografi Ulama 

KH. Ahmad Dahlan 

KH. Ahmad Dahlan dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman 

Yogyakarta dan wafat tanggal 23 Februari 1923. Nama kecilnya adalah 

Muhammad Darwis. Ayahnya bernama KH. Abu Bakar (seorang ulama dan 

Khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta) dan ibunya Siti 

Aminah (puteri dari H. Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kasultan juga). 

Ia merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara yang keseluruhan saudaranya 

perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang 

kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang 

terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari 

penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa. 

Permulaan pendidikan Muhammad Darwis adalah memperoleh pengajaran 

dan pendidikan membaca (mengaji) al-Qur’an dari ayahnya KH. Abu Bakar di 

rumah sendiri, pada usia 8 tahun sudah lancar dan tamat membaca al-Qur’an. 

Seiring dengan perkembangan usia yang semakin bertambah M. Darwis yang 

sudah tambah remaja mulai belajar agama Islam tingkat lanjut, tidak sekedar 

membaca al-Qur’an, dia juga belajar fikih dari KH. M. Soleh dan belajar nahwu 

dari KH. Muhsin. Selain itu M. Darwis juga belajar ilmu agama Islam lebih lanjut 

dari KH. Abdul Hamid di Lempuyangan dan KH. M. Nuh. Ia juga belajar ilmu 

hadits kepada KH. Mahfud Termas dan Syaikh Khayat, belajar ilmu qira’ati dan 

falak kepada KH. Dahlan Semarang. Pada umur 15 tahun beliau pergi haji dan 

tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai 

berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti 

Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang 

kembali ke Yogyakarta tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan.  

Pada tahun 1903 beliau bertolak ke Mekkah dan menetap selama dua 

tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib yang 

juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan 

Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Haji Fadhil, 



yang dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawanan Nasional dan 

pendiri Aisyiyah.  

Pemikiran atau ide-ide KH. Ahmad Dahlan tertuang dalam gerakan 

Muhammadiyah yang ia dirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi ini 

mempunyai karakter sebagai gerakan sosial keagamaan, titik tekan perjuangannya 

mula-mula adalah pemurnian ajaran Islam dan bidang pendidikan. 

Muhammadiyah mempunyai pengaruh yang berakar dalam pemberantasan 

bid’ah, khurafat dan tahayul. Ide pembaruannya menyentuh aqidah dan syariat, 

misalnya tentang upacara kematian talqin, upacara perkawinan, kehamilan, 

sunatan, menziarahi kuburan yang dikeramatkan, memberikan makanan sesajen 

kepada pohon-pohon besar, jembatan, rumah angker dan sebagainya, yang secara 

terminologi agama tidak dikenal dalam Islam, bahwa hal 

tersebut sangat bertentangan dengan Islam, sebab dapat mendorong timbulnya 

kepercayaan syirik dan merusak aqidah Islam. 

Inti gerakan pemurnian ajaran Islam seperti pendahulunya, Ibnu Tamiyah 

dan Muhammad bin Abdul Wahab cukup bergema. KH. Ahmad Dahlan dan 

pengikutnya teguh pendirian dalam upaya menegakkan ajaran Islam yang murni 

sesuai al-Qur’an dan Hadits, mengagungkan ijtihad intelektual bila sumber-

sumber hukum yang lebih tinggi tidak bisa digunakan, termasuk juga 

menghilangkan taqlid dalam praktik fiqih dan menegakkan amal ma’ruf nahi 

munkar.  

Corak pemikiran KH. Ahmad Dahlan lebih banyak dalam bidang 

pendidikan dan sosial keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan 

kehidupannya yang mendapat didikan keagamaan yang sangat intens, disamping 

juga beliau merupakan keturunan dari kalangan keluarga terpandang, yakni anak 

seorang tokoh agama di lingkungan keraton. Ia juga mendapat pengaruh dari 

tokoh-tokoh yang teguh memegang prinsip agama, seperti Muhammad Abduh, 

Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Perjuangannya dapat dilihat dari didirikannya 

organisasi Muhammadiyah yang ia dirikan, organisasi ini bergerak dalam bidang 

keagamaan, sosial dan pendidikan. 

 



KH. Hasyim Asy’ari 

KH. Muhammad Hasyim Asy’ari dilahirkan dari keturunan elit kiai 

(pesantren) pada tanggal 24 Zulhijjah 1287H bertepatan 14 Februari 1871M, 

tepatnya sebelah Timur Jombang Jawa Timur. Suasana kehidupan pesantren 

sangat mempengaruhi pembentukan karakter Hasyim Asy’ari yang sederhana dan 

rajin belajar, belajar dari pesantren ke pesantren di Jawa sampai ke Tanah Hijaz. 

Sebagai pendidik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan 

hidupnya sejak usia muda. Setelah mengajar keliling dari pesantren orang tua 

hingga mertua, pada tahun 1899 Hasyim Asy’ari mendirikan pesantren sendiri, 

mewujudkan cita-citanya di daerah Tebuireng Jombang, Jawa Timur.  

Hasyim Asy’ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya 

berpengaruh dari Aceh sampai Maluku, bahkan sampai ke Melayu. Santri-santri 

ada yang dari Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Aceh, bahkan ada 

beberapa orang dari Kuala Lumpur. Beliau terkenal orang yang alim dan adil, 

selalu mencari kebenaran, baik kebenaran di dunia maupun kebenaran akhirat. 

Semasa hidupnya beliau diberi kedudukan sebagai Rais Akbar NU, suatu jabatan 

yang hanya diberikan kepada Hasyim Asy’ari satu-satunya. Bagi ulama lain yang 

menjabat jabatan tersebut, tidak lagi menyandang sebutan Rais Akbar melainkan 

Rais Am. Hal ini karena ulama lain yang menggantikannya merasa lebih rendah 

dibandingkan Hasyim Asy’ari. 

Pemikiran Hasyim Asy’ari dalam bidang Pendidikan lebih banyak ditinjau 

dari segi etika dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan banyak diungkapkan 

oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulummudin pada bagian adab kesopanan 

pelajar dan pengajar. Dalam dunia pendidikan sekarang, banyak disinggung dalam 

kaitannya dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan dan para ahli psikologi 

pendidikan, menyinggungnya dalam kepribadian yang efektif bagi pelajar dan 

mengajar. 

Di antara adab pelajar menurut Al-Ghazali adalah mendahulukan kesucian 

batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, jangan menyombongkan diri dan 

jangan menentang guru, memulai belajar dalam bidang ilmu yang lebih penting, 

dan menghiasi diri dengan sifat-sifat utama. Sedangkan di antara adab seorang 



pengajar adalah: memulai pelajaran dengan basmalah, mempunyai rasa 

belaskasihan kepada murid-murid dan memperlakukannya sebagai anak sendiri, 

mengikuti jejak Rosul, mengajar bukan untuk mencari upah tetapi semata-mata 

karena ibadah pada Allah, mengamalkan sepanjang ilmunya, jangan perkataanya 

membohongi perbuatannya. 

Pemikiran Hasyim Asy’ari sendiri dalam hal ini boleh jadi diwarnai 

dengan keahliannya dalam bidang hadits, dan pemikirannya dalam bidang tasawuf 

dan fikih, serta didorong pula oleh situasi pendidikan yang ada pada saat itu yang 

mulai mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, dari kebiasaan lama 

(tradisional) yang sudah mapan ke dalam bentuk baru (modern) akibat pengaruh 

sistem pendidikan Barat (Imperialis Belanda) yang diterapkan di Indonesia. 

Sejak masih di pondok, ia telah dipercaya untuk membimbing dan 

mengajar santri baru, Ketika di Mekkah ia juga sempat mengajar. Demikian pula 

ketika kembali ke tanah air diabadikan seluruh hidupnya untuk agama dan ilmu. 

Kehidupannya banyak tersita untuk para santri, ia terkenal dengan disiplin waktu 

(istiqomah), selain itu tidak banyak para ulama dari kalangan tradisional yang 

menulis buku, akan tetapi tidak demikian dengan Hasyim Asy’ari, tidak kurang 

dari sepuluh kitab disusunya, antara lain: 

 

1.    b al-‘          -                              -             

                                                           h. 

2.         -                               -      ‘                      

                           ‘          -                          . 

3. Al-T         -                      -     d al-       t. 

4.   -      t al-jami  t, syara               -                 -               

         -     h wa al-     h. 

5.   -      -                           -                           al-

             sul al-                                                   al-

       h. 

6.          ‘          -                            -                        -

              al-      . 



7.   -      -                        -           t. S            masalat al-

             -                                      -   r al-       h li 

ahl al-      h. 

8.   -     n fi al-nah  ‘  -            -                             -         -

                        . 

9.   -          -     diyy                   sagirat fi bayan a -‘           

     h wa al-       . 

10.   -                   yajib min al-‘     . 

Selain bergerak dalam dunia pendidikan, Hasyim Asy’ari menjadi perintis 

dan pendiri organisasi kemasyarakatan NU (Nahdlatul Ulama), sekaligus sebagai 

Rais Akbar. Pada bagian lain, ia juga bersikap konfrontatif terhadap penjajah 

Belanda. Ia misalnya menolak menerima penghargaan dari pemerintah Belanda, 

bahkan pada saat revolusi fisik ia menyerukan jihad melawan penjajag dan 

menolak bekerja sama dengannya. Sementara pada masa penjajahan Jepang, ia 

sempat ditahan dan diasingkan ke Mojokerto. KH. Hasyim Asy’ari meninggal 

pada tanggal 7 Ramadhan 1366 H bertepatan dengan 25 Juli 1947 M di Tebuireng 

Jombang dalam usia 79 tahun, karena tekanan darah tinggi. 
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